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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2009-2013

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SUMEDANG,

bahwa Kabupaten Sumedang memerlukan
perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan
selama 5 tahun kedepan yang dilakukan secara
bertahap dalam rangka penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sumedang 2005-2025 Tahap Il (2009-2013) dan
penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
periode 2008-2013 untuk mempercepat peningkatan
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40
Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 151);

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 20
Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2009-2013.



10.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu
Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan
kegiatan.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.



23. Pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders adalah pihak-
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan Nasional.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang adalah tersedianya
dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang sebagai:

a. penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman
kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan
Provinsi;

b. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

c. pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
memperhatikan RPJM Nasional dan provinsi, memuat kebijakan, sasaran,
indikator dan target pencapaian kinerja tahunan satuan kerja perangkat
daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2013 disusun dengan tahapan:

a. penyusunan rancangan awal;

b. pelaksanaan Musrenbang;

C. perumusan rancangan akhir; dan

d. penetapan rencana.

BAB V
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB | PENDAHULUAN
BAB I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB Il VISI DAN MISI

BAB IV  STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V KERANGKA PENDANAAN

BAB VI  KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII  PENUTUP



Pasal 7

Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8
RPJMD menjadi pedoman kepala SKPD dalam menyusun rencana strategis
SKPD yang bersifat indikatif.

Pasal 9
Kepala Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD
yang dituangkan kedalam rencana strategis SKPD oleh kepala SKPD.

Pasal 10
RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:
a. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara oleh Kepala Daerah; dan
b. penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11

(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun
terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

©)

(4)

(1)

()

3)

(1)

(2)
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Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang
berdampak terhadap capaian target dan sasaran yang telah
ditetapkan, dokumen RPJMD akan dievaluasi dengan tetap
menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 12

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah,
Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD
lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders
daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan
perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD
dan RPJMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai
perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan
dengan RPJMD masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya
Peraturan Daerah ini.

RKPD yang berdasarkan pada Renstra 2003-2008 setelah di
tetapkannya Peraturan Daerah ini harus dilakukan perubahan dan
penyesuaian.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 39 Serie D), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang.

Ditetapkandi  Sumedang
pada tanggal 28 November 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO
Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 12



